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KATA PENGANTAR 
 

 

 

Buku ini merupakan perjalanan yang menyelidiki dan 

menganalisis bagaimana undang-undang pendidikan Indonesia 

berkembang sepanjang sejarahnya, dari masa penjajahan kolonial 

hingga era reformasi, yang membawa perubahan besar dalam tatanan 

politik, sosial, dan pendidikan Indonesia. Buku ini akan membimbing 

para pembaca melalui sejarah undang-undang dan kebijakan 

pendidikan Indonesia, dimulai dari masa penjajahan Belanda, ketika 

pendidikan diatur untuk memenuhi kepentingan kolonial hingga 

transformasi pendidikan setelah kemerdekaan. Selain itu, kami akan 

membahas periode pemerintahan Orde Baru, yang ditandai dengan 

kebijakan pendidikan yang terpusat dan otoriter serta konsekuensi 

dari reformasi politik yang terjadi pada undang-undang pendidikan. 

Perubahan ini akan mencakup perubahan paradigma pendidikan, 

otonomi daerah, dan upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas 

pendidikan di Indonesia.  

Buku ini tidak hanya memberikan gambaran tentang 

perkembangan undang-undang dan kebijakan pendidikan di 

Indonesia tetapi juga menunjukkan peran tokoh-tokoh pendidikan 

dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembentukannya. Tokoh 

pendidikan seperti Ki Hajar Dewantara dan Mohammad Hatta sangat 

mendukung hak pendidikan setiap warga negara Indonesia.  Lebih 

dari sekadar menceritakan sejarah, buku ini juga menawarkan 

pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana undang-undang 

pendidikan mencerminkan dinamika sosial, politik, dan budaya di 

Indonesia. Dengan menggabungkan pendekatan historis dan analisis 

kebijakan, kita dapat melihat bagaimana undang-undang pendidikan 

berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. 

Selain itu, buku ini memberikan perhatian khusus pada kesulitan 

dan peluang yang dihadapi saat menerapkan undang-undang 

pendidikan di lapangan. Penelitian ini memberikan wawasan yang 
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bermanfaat bagi pembuat kebijakan, praktisi pendidikan, dan semua 

orang yang peduli dengan masa depan pendidikan di Indonesia 

dengan menekankan perbedaan antara kebijakan dan praktik serta 

faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan undang-undang pendidikan.  

Buku ini diharapkan dapat membantu kita memahami 

perkembangan sistem pendidikan Indonesia dan menjawab tantangan 

yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan bagi 

semua anak di negara ini dengan menyajikan sejarah undang-undang 

pendidikan di Indonesia. Semoga perjalanan intelektual dari buku ini 

menyenangkan dan semoga buku ini memberi banyak pelajaran hidup 

bagi dunia pendidikan di Indonesia. 
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BAB 1  

HAK ASASI MANUSIA DALAM 

PENDIDIKAN 
 

 

 

 

 

Hakikat Hak Asasi Manusia 

Sejak tahun 1948, sejumlah besar dan beragam pekerjaan telah – dan 

sedang – dilakukan untuk kepentingan pendidikan hak asasi manusia. 

Adanya banyak cara untuk melakukan pendidikan HAM memang 

seharusnya terjadi karena setiap individu memandang dunia secara 

berbeda, para pendidik bekerja dalam situasi yang berbeda, dan 

organisasi serta badan publik yang berbeda mempunyai keprihatinan 

yang berbeda pula; jadi, meskipun prinsipnya sama, praktiknya 

mungkin berbeda. Mengkaji peran dan kepentingan dari berbagai 

"individu dan organ masyarakat" dan bagaimana hal ini 

mempengaruhi fokus dan cakupan keterlibatan mereka dalam 

Pendidikan Hak Asasi Manusia akan membantu memberikan 

pemahaman tentang keragaman pengajaran dan kegiatan yang 

ditawarkan. 
Pendidikan hak asasi manusia dianggap "penting untuk 

mempromosikan dan mencapai hubungan yang stabil dan harmonis di 

antara masyarakat dan untuk membina saling pengertian, toleransi, 

dan perdamaian" oleh Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia 

pada tahun 1993. Majelis Umum PBB menyerukan untuk 

mempromosikan "pelatihan dan informasi diseminasi yang bertujuan 

untuk membangun budaya universal hak-hak asasi manusia" pada 

tahun 1994, dan menetapkan Dekade Pendidikan Hak-hak Asasi 

Manusia PBB (1995-2004). Oleh karena itu, pemerintah bekerja lebih 

keras untuk memajukan pendidikan hak-hak asasi manusia, 
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yang beragam adalah dengan mengadopsi kebiasaan dan perilaku 

baru. Cara penyelenggaraan pendidikan juga harus berubah untuk 

memenuhi kebutuhan. Dalam artian, pendidikan harus relevan 

dengan situasi masyarakat. Artinya pendidikan yang diselenggarakan 

mampu menghasilkan lulusan terbaik yang dapat berkiprah dalam 

masyarakat. 

 

Realisasi Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Di Indonesia  
Menurut Faradila (2013: 71), UU No. 20/2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, secara teori, juga menjunjung tinggi gagasan 

untuk memberikan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan 

dasar gratis dan wajib belajar. Berikut ini adalah tanggung jawab 

pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan bahwa setiap orang 

memiliki akses terhadap pendidikan dasar:  

1. Dedikasi untuk menawarkan fasilitas dan layanan, serta menjamin 

pendidikan yang inklusif dan berkualitas tinggi bagi semua 

individu.  

2. Memastikan ketersediaan dana untuk menyelenggarakan 

pendidikan yang diperlukan bagi semua orang yang berusia 7 

hingga 15 tahun.  

3. Memastikan bahwa wajib belajar sekolah dasar dapat diberikan 

tanpa biaya.  

4. Satuan pendidikan wajib menyediakan tenaga pendidik dan 

kependidikan yang dibutuhkan untuk menjamin kualitas 

pendidikan.  

5. Diperlukan adanya pengarahan dan pengembangan profesional 

bagi para pendidik yang bekerja di organisasi pendidikan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.  

6. Dedikasi untuk membantu kepemimpinan dan pertumbuhan 

profesional para guru di satuan pendidikan formal yang 

diselenggarakan oleh masyarakat.  

7. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

Pasal 31, Ayat 4, harus menjadi dasar bagi pendanaan yang 

dialokasikan untuk pendidikan.  

8. Dedikasi untuk menetapkan standar nasional dan peraturan untuk 

pendidikan dalam rangka menjamin kualitas pendidikan nasional.  



 

~ 9 ~ 
 

9. Tugas untuk mengatur pembentukan program pendidikan, 

pelatihan pendidik, dan akuisisi fasilitas kabupaten/kota untuk 

pendidikan dasar dan menengah.  

10. Satuan pendidikan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota 

sesuai dengan keunggulan daerah dan standar pendidikan dasar 

dan menengah. Berdasarkan tugas-tugas tersebut di atas, negara 

harus memastikan bahwa anak-anak usia sekolah menerima 

pendidikan dasar gratis dan menyelesaikan pendidikan wajib 

mereka.  

 

 

 

 

********** 
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BAB 2  

FUNDAMENTAL YURIDIS 

DALAM SISTEM PENDIDIKAN 

INDONESIA 
 

 

 

 

 

Pengertian Sistem Pendidikan Nasional 

Pertama-tama kita harus mendefinisikan istilah "sistem" dan 

"pendidikan nasional" sebelum kita dapat memahami arti penting 

sistem pendidikan nasional. Sebuah "sistem" didefinisikan sebagai 

satu kesatuan komponen yang saling berhubungan yang bekerja 

bersama dan dengan satu sama lain untuk menghasilkan suatu hasil 

yang diterapkan sebaik mungkin sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan.  Dalam arti luas, istilah "sistem" dapat digunakan untuk 

merujuk pada suatu kesatuan yang terdiri dari sumber-sumber yang 

memiliki hubungan fungsional yang teratur, bukan acak, dan yang 

bekerja sama untuk mencapai tujuan, seperti yang dinyatakan oleh 

Sanjaya (2007). Sistem juga dapat dipahami sebagai kumpulan dari 

komponen atau elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai 

suatu tujuan (Ikhsan, 2005). 

Namun, pengertian pendidikan nasional didefinisikan sebagai 

pengajaran yang didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu dan dijiwai 

oleh falsafah hidup bangsa, dengan tujuan akhir untuk memajukan 

tujuan nasional dan cita-cita bangsa Indonesia. Sejalan dengan itu, 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 memuat hal-

hal berikut. Mengenai Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1, Pasal 1, Ayat 

2 lebih lanjut mendefinisikan pendidikan nasional sebagai pendidikan 

yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang 
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tanggap terhadap tuntutan perkembangan zaman dan berakar pada 

nilai-nilai agama dan kebudayaan nasional Indonesia. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan dari beberapa penjelasan di 

atas bahwa istilah "sistem pendidikan nasional" merujuk pada 

kumpulan elemen pendidikan yang saling berkolaborasi, berkorelasi, 

serta bekerja sama. Unsur-unsur pendidikan tersebut saling 

berinteraksi, berkorelasi, serta bekerja sama secara terpadu dan 

sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dengan 

berlandaskan pada nilai- nilai luhur Pancasila dan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Dasar-dasar Yuridis Sistem Pendidikan Nasional 

Istilah "dasar" mengacu pada dasar yang berfungsi sebagai panduan 

dan pijakan saat melakukan tugas tertentu. Di sisi lain, kata "yuridis" 

biasanya didahului dengan istilah secara hukum atau kesulitan 

hukum. Hukum yang dimaksud dalam hal ini biasanya berkaitan 

dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kumpulan 

asas dan aturan hukum yang mengatur sistem pendidikan nasional 

berfungsi sebagai landasan yuridis.  Pada saat ini, sistem pendidikan 

nasional di negara ini diselenggarakan sesuai dengan undang-undang 

yang menjadi landasannya. 

Bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan 

pendidikan nasional, landasan hukum ini berfungsi sebagai norma. 

Hal ini mengandung makna bahwa setiap orang yang terlibat dalam 

penyelenggaraan pendidikan nasional harus menyadari dan 

mematuhi hukum dan aturan yang berlaku.  Agar semua pihak yang 

terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, baik peserta 

didik, pendidik, maupun tenaga kependidikan, terlindungi hak dan 

kewajibannya dengan adanya landasan hukum sistem pendidikan 

nasional. Selain itu, hal ini dapat membantu pemerintah dalam 

upayanya untuk mempromosikan pemerataan pendidikan dan 

meningkatkan kualitas dan kemajuan kerangka kerja pendidikan 

negara. 

UUD 1945, UU RI No. 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional, 

UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Sisdiknas), beberapa Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan 
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Penerapan prinsip-prinsip yuridis ini dalam sistem 

pendidikan Indonesia menjadi landasan untuk memastikan bahwa 

setiap warga negara memiliki akses yang setara terhadap 

pendidikan yang berkualitas, serta untuk meningkatkan mutu dan 

relevansi pendidikan dengan kebutuhan zaman. 

 

 

 

 

*********** 
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BAB 3  

UNDANG - UNDANG 

PENDIDIKAN ZAMAN 

KOLONIAL 
 

 

 

 

Pendidikan Zaman Kolonial 

Pendidikan memiliki suatu keunikan, di satu sisi merupakan bagian 

kebudayaan, namun disisi lain merupakan bentuk proses 

pembudayaan (enculturation) yang sifatnya spesifik, berbeda antara 

satu masyarakat dengan yang lainnya. Apapun bentuk pendidikan 

seperti yang dimaksud Collins (1977), pendidikan keterampilan 

praktis, pendidikan untuk keanggotaan kelompok status, dan 

pendidikan birokrasi, satu hal yang selalu perlu ditonjolkan dalam 

memaknai sejarah perkembangan pendidikan, pernyataan tersebut 

mengajak kepada kita untuk mengedepankan kekuatan-kekuatan 

pendidikan, di samping untuk melibatkan akademisi sejarah 

pendidikan yang lebih berbasis disiplin ilmu (disciplined-based field). 

Terutama untuk lebih mengokohkan kaitan sejarah pendidikan 

progresif dengan sejarah sosial dan intelektual. Sebagaimana 

dijelaskan oleh Apple dalam bukunya Education and Power, (1982), 

pendidikan itu tidak sekedar memiliki kekuasaan (power) intelektual 

transmitif, tetapi juga kekuasaan intelektual transformatif.  

Sebagai kekuatan intelektual transformatif, yaitu intelektual yang 

memandang belajar dan mengajar sebagai aktivitas politik, yang 

membangkitkan kesadaran peserta didik untuk dapat mengungkap 

penindasan dan ketimpangan asimetris antara berbagai kelompok 

dalam mewujudkan sistem demokrasi yang partisipatoris. Sebagai 

kekuatan intelektual yang bersifat transmisif, merujuk pada upaya 
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setempat dan menawarkan pendidikan selama tiga tahun (Brugmans, 

1987: 179).  

P Melibatkan masyarakat desa merupakan salah satu kriteria dan 

syarat khusus untuk mendirikan sekolah desa. Berikut ini adalah 

syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sekolah desa dapat didirikan: 

1) pemerintah hanya akan membantu fasilitas belajar; 2) 

pembangunan sekolah harus melalui masa uji coba; dan 3) tidak 

diperkenankan memaksa siswa untuk bersekolah (Nurhusna, 2020: 

27). Akses masyarakat adat terhadap pendidikan dipengaruhi oleh 

semakin banyaknya sekolah desa yang didirikan sebagai hasil dari 

keterlibatan masyarakat dalam pendirian lembaga-lembaga tersebut, 

baik secara mandiri maupun kolektif. Pendirian sekolah desa yang 

semakin tumbuh di wilayah-wilayah kolonisasi dan penduduk asli 

tidak serta merta membuat animo masyarakat juga tinggi. Hal ini 

dikarenakan sebagian besar masyarakat belum begitu tertarik dengan 

sekolah umum, mengingat masyarakat pribumi merupakan 

masyarakat agraris dan lebih cenderung untuk memberikan 

pendidikan agama. 

 

 

 

************ 
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BAB 4  

UNDANG - UNDANG 

PENDIDIKAN ZAMAN 

REVOLUSI 
 

 

 

 

Situasi Pendidikan Saat Revolusi Kemerdekaan 

Pelaksanaan pendidikan pada masa revolusi kemerdekaan 

dipengaruhi oleh situasi politik yang tidak baik pada waktu itu. 

Kondisi politik tersebut berpengaruh langsung terhadap situasi 

pendidikan maupun perubahan sistem pendidikan dari masa 

sebelumnya. Adapun sistem persekolahan yang mengalami 

perubahan tersebut meliputi landasan idiil, tujuan pendidikan, 

susunan persekolahan dan kurikulum. Untuk memperjelas mengenai 

situasi pendidikan pada masa revolusi kemerdekaan dan sistem 

pendidikannya akan dibahas pada bab berikut. 

Keprihatinan pemerintah terhadap pendidikan mulai dirasakan 

setelah kemerdekaan, maka pada tanggal 1 Maret 1946, menteri 

Suwandi dengan keputusan No. 104/Bhg-0/ 1946 telah membentuk 

suatu Panitia Penyelidik Pengajaran yang dipimpin oleh Ki Hajar 

Dewantara dan sekretarisnya Soegarda Purbakawatja bermaksud 

untuk mengatur sekolah-sekolah. Panitia itu selanjutnya 

menyelenggarakan pertemuan dan rapat-rapat yang akhirnya telah 

menghasilkan Pengaturan Pendidikan dan Pengajaran mulai dari 

sekolah taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, dari pendidikan 

untuk anak desa sampai kota dan pendidikan umum kejuruan. Di 

samping itu telah dipikirkan tentang usaha kewajiban belajar sebagai 

usaha menanggulangi banyaknya buta huruf 
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selekas mungkin mengusahakan agar pembaharuan pendidikan dan 

pengajaran dijalankan sesuai dengan rencana pokok-pokok usaha dan 

pengajaran baru. 

 

Tujuan Pendidikan 

Tujuan pendidikan pada waktu itu dirumuskan untuk mendidik warga 

negara yang sejati, sedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk 

negara dan masyarakat. Dengan kata lain, tujuan pendidikan pada 

masa tersebut penekannya pada penanaman semangat patriotisme. 

Penanaman semangat patriotisme sebagai tujuan pendidikan memang 

sesuai dengan situasi pada waktu itu. Negara dan bangsa Indonesia 

sedang mengalami perjuangan fisik, dan sewaktu-waktu pemerintah 

kolonialis Belanda masih berusaha untuk menjajah kembali negara 

Indonesia. Oleh karena itu dapat dipahami mengapa semangat 

patriotisme sangat ditekankan oleh pemerintah sebagai tujuan 

nasional pendidikan di Indonesia. Maka dengan semangat itu, 

kemerdekaan dapat dipertahankan dan diisi. 

 

Gambar 4.1: Tujuan Pendidikan Pada Tahun 1945 

Sumber: diolah penulis 

 

Pada bulan Desember 1949, Republik Indonesia mengalami 

perubahan ketatanegaraan. Undang-undang Dasar 1945 diganti 
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b. Menggunakan. perumahan-perumahan rakyat atau swasta yang 

memadai untuk dijadikan bangunan sekolah. Tindakan ini 

sebagai usaha kedua pemerintah untuk memenuhi kebutuhan 

gedung sekolah. .  

c. Menyelenggarakan sistem. mengajar dua kali sehari yang 

berarti bahwa satu .bangunan sekolah dipergunakan oleh dua 

sekolah, .sekolah pagi dan sore. Dalam periode ini, muncul 

usaha.-usaha. masyarakat yang sangat terpuji. Mereka 

bergotong-royong. membangun gedung sekolah beserta 

peralatannya. yang. kemudian disumbangkan kepada 

pemerintah. .Usaha ini makin nampak hasilnya, setelah di 

kalangan. masyarakat timbul organisasi Persatuan Orang Tua 

.Murid dan Guru (POMG) yang berhasil menghimpun kekuatan. 

anggotanya untuk membantu dalam bidang pendidikan. Sampai 

akhir tahun 1954 rakyat di seluruh Indonesia telah. 

menyumbangkan sebanyak 6.878 gedung sekolah beserta. 

tanahnya kepada pemerintah. Dengan demikian. dapat 

dikatakan bahwa setelah kemerdekaan. jumlah. gedung sekolah 

di Indonesia terus bertambah dari tahun ke .tahun. 

Bertambahnya jumlah gedung sekolah tersebut. merupakan 

bukti bahwa kesempatan belajar sungguh .terbuka bagi seluruh 

lapisan rakyat Indonesia. 
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BAB 5  

UNDANG - UNDANG 

PENDIDIKAN ZAMAN ORDE 

LAMA 
 

 

 

 

 

Sistem Pendidikan Indonesia Masa Orde Lama 

Setelah Soekarno menetapkan Pancasila sebagai landasan utama 

negara Indonesia pada 1 Juni 1945, ketentuan yuridis Konstitusi ini 

dibuat menjadi konstruksi hukum yang memiliki konsekuensi formal, 

fungsional, dan tidak formal. Pancasila digunakan sebagai dasar 

kehidupan berbangsa dan bernegara di negara republik Indonesia. 

Ideologi bangsa Indonesia dan negara adalah Pancasila.  

Pancasila adalah identitas dan karakteristik bangsa atau 

kepribadian nasional yang diwujudkan dalam sistem pancasila yang 

menjiwai setiap kepribadian bangsa, pandangan hidup (keyakinan 

bangsa), sistem kenegaraan, dan masyarakat Indonesia (Zulkarnain, 

2017: 61). Konsep dan visi pendidikan saat ini Orde lama seharusnya 

dapat menentukan tujuan pendidikan yang jelas. Oleh karena itu, 

tujuan pendidikan yang jelas akan mengarah pada metode 

pembelajaran yang efektif dan pencapaian kompetensi yang 

dibutuhkan. Pada akhirnya, pendidikan dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat dan kemajuan negara.  

Pendidikan nasionalisme dan pembelaan tanah air menjadi fokus 

utama di sekolah pada awal kemerdekaan (Tim UNY: 76). 

Nasionalisasi dan ideologisasi saat ini menjadi fokus utama 

pendidikan. Penekanan pada kedua bidang tersebut berasal dari 

periode penting setelah kemerdekaan, ketika banyak konflik yang 
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Pendidikan dikembangkan dengan sistem among yang disebut 

Panca Dharma Taman Siswa dan semboyan ing ngarso sung 

tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani di bawah 

menteri pendidikan Ki Hajar Dewantara.  

Sistem ini didasarkan pada prinsip-prinsip kemerdekaan, 

kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. 

Perundang-undangan pendidikan nasional pertama kali dibuat 

pada tahun 1950, UU No. 4/1950, yang disempurnakan (jo) 

menjadi UU No. 12/1954 tentang dasar pendidikan dan pengajaran 

di sekolah. Pada tahun 1961, UU No. 22/1961 tentang Pendidikan 

Tinggi, UU No. 14/1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional, dan 

UU No. 19/1965 tentang pokok sistem pendidikan nasional 

pancasila dibuat lagi. 90 persen orang Indonesia berpendidikan SD 

setelah Presiden Soekarno meninggal (Tim UNY, tanpa tahun: 92). 

Oleh karena itu, kondisi politik Indonesia pada masa orde lama 

sangat memengaruhi sistem pendidikan. Dengan semangat 

kebangsaan tengah, Indonesia terus belajar bagaimana 

membangun negara dan berdemokrasi setelah keluar dari 

penjajahan dan mempertahankan kemerdekaannya dengan 

perjanjian KMB. Dalam menjalankan pemerintahan Indonesia, 

kejadian euforia sering terjadi. Kesalahan-kesalahan itu terbukti 

dari kestabilan pemerintahan dan sistem parlemennya pada saat 

itu. Sulit bagi parlemen untuk bekerja sama dengan baik, positif, 

maju, dan progresif untuk menciptakan dan menerapkan 

pendidikan nasional yang kuat dan efektif karena banyak partai 

yang bersaing untuk kekuasaan. Sampai akhirnya, Soekarno 

mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 yang meminta parlemen 

dibubarkan dan kembali ke UUD 1945. Sebaliknya, UUDS 1950, 

yang memiliki fungsi untuk menstabilkan keadaan politik nasional 

saat itu. 

 

 

*********** 

 

 



 

~ 56 ~ 
 

BAB 6  

UNDANG – UNDANG 

PENDIDIKAN ZAMAN ORDE 

BARU 
 

 

 

 

Sistem Pendidikan Pada Zaman Orde Baru 

Sesudah PKI berhasil ditumpaskan, pemerintahan Orde Baru yang 

dikepalai oleh Presiden Soeharto terus mengadakan pembaruan serta 

pembangunan di seluruh bidang termasuk pendidikan. Ketetapan 

MPRS Nomor: XXVII/Tap/MPRS/1966 yang berisi tujuan pendidikan 

merupakan untuk melahirkan manusia Pancasila sejati bersumber 

pada ketentuan-ketentuan yang dikehendaki dalam pembukaan 

Undang- Undang Dasar 1945, sehingga dipikirkan usaha-usaha 

pembaharuan pendidikan. Semenjak tahun 1959, Indonesia terletak di 

dasar gelora manipol (manifesto Politik) USDEK (UUD 1945, 

Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, 

serta Karakter Indonesia). Manipol-Usdek sebagai “dewa” dalam 

kehidupan politik serta seluruh bidang kehidupan termasuk di dalam 

bidang pendidikan. Keputusan Presiden Nomor 145 tahun 1965, 

tujuan nasional pendidikan era Orde Lama cocok dengan manipol-

USDEK. Tujuan pendidikan yang diterapkan ialah Panca Wardana (5 

pokok perkembangan). Tujuan pendidikan ini tidak berlangsung lama 

serta ditinggalkan sesudah meletusnya kejadian Gram 30/S/PKI pada 

tahun 1965 (Abdullah, 2011).  

Masyarakat mulai sadar bahwa terdapat maksud politik PKI yang 

tercantum dalam tujuan pendidikan tersebut dengan menggunakan 

Pancasila selaku tamengnya. Dikeluarkannya ketetapan MPRS Nomor: 

XXVII tahun 1966 menghapus Keputusan Presiden No 145 tahun 1965 
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satuan pelajaran dirinci jadi: tujuan instruksional universal (TIU), 

tujuan instruksional khusus( TIK), materi pelajaran, perlengkapan 

pelajaran, aktivitas belajar- mengajar, serta penilaian. Pada 

kurikulum ini kedudukan guru jadi lebih berarti, sebab setiap guru 

harus untuk membuat Secara rinci tujuan yang ingin dicapai 

sepanjang proses belajar-mengajar berlangsung. Masing-masing 

guru wajib perinci dalam perencanaan penerapan program belajar 

mengajar. Tiap tatap muka sudah diatur serta dijadwalkan sedari 

awal. Dengan kurikulum ini seluruh proses belajar mengajar jadi 

sistematis dan bertahap (https://attriolong.com). 

3. Kurikulum 1984  

Kurikulum 1984 mengusung“ process skill approach”. Proses jadi 

lebih berarti dalam penerapan pendidikan. Kedudukan siswa 

dalam kurikulum ini menjadi mengamati suatu, mengelompokkan, 

mendiskusikan, hingga memberi tahu. Model ini disebut Cara 

Belajar Siswa Aktif( CBSA) ataupun Student Active Learning (SAL). 

CBSA memposisikan guru selaku fasilitator, sehingga wujud 

aktivitas ceramah tidak lagi ditemui dalam kurikulum ini. Pada 

kurikulum ini siswa diposisikan selaku subjek dalam proses belajar 

mengajar. Siswa pula diperankan dalam pembuatan suatu 

pengetahuan dengan diberi peluang untuk mengemukakan 

komentar, bertanya, serta mendiskusikan sesuatu. 

4. Kurikulum 1994  

Kurikulum 1994 adalah hasil upaya untuk memadukan kurikulum- 

kurikulum tadinya, paling utama kurikulum 1975 dan 1984. Pada 

kurikulum ini wujud operasi kepada siswa mulai terjalin dengan 

beratnya beban belajar siswa, dari muatan nasional hingga muatan 

lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah 

masing-masing, misalnya bahasa daerah kesenian, keahlian 

daerah, dan lain- lain. Bermacam kepentingan kelompok- 

kelompok masyarakat pula menekan supaya isu- isu tertentu 

masuk dalam kurikulum. Kesimpulannya, Kurikulum 1994 

menjelma jadi kurikulum luar biasa padat. banyaknya beban 

belajar siswa yang wajib mereka tuntaskan, serta mereka tidak 

mempunyai opsi untuk menerima ataupun menolak terhadap 

banyaknya beban belajar itu 

 

https://attriolong.com/
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BAB 7  

UNDANG - UNDANG 

PENDIDIKAN ZAMAN 

REFORMASI 

 

 
 

Fokus Utama Pendidikan Pada Zaman Reformasi  

Fokus utama pendidikan nasional ketika Indonesia lepas dari 

penjajahan yaitu mencerdaskan dan meningkatkan kualitas serta 

kemampuan bangsa. Tujuan sebenarnya dari pendidikan zaman 

kemerdekaan adalah untuk mengisi tata kehidupan dan 

pembangunan. Tujuan tersebut mengalami kendala, yaitu penjajah 

Belanda ingin menjajah kembali sehingga memaksa kita kembali 

berjuang secara politik dan fisik serta adanya kendala dari dalam yaitu 

pergolakan politik.  

Pendidikan pada masa kemerdekaan walaupun dalam keadaan 

sulit tetapi tetap mampu menghasilkan produk hukum tentang 

pendidikan, yaitu Undang- undang pendidikan Nomor 4 tahun 1950. 

Itulah produk hukum pendidikan Nasional pertama terlepas 

kemudian kita memandang bahwa produk hukum itu kurang terang 

memberikan definisi tentang konsep dan sistem pendidikan nasional 

(Rifa’i, 2011). Mohammad Yamin adalah menteri pendidikan, 

pengajaran, dan kebudayaan, pada masa itu memberikan penerangan 

posisi pendidikan sebagai landasan pembangunan masyarakat 

Indonesia secara nasional, artinya pendidikan harus mengangkat tata 

nilai sosial yang menjadi identitas bangsa dengan corak budaya, 

tradisi, bahasa, agama, ras, dan sukunya yang beragam untuk 

menggantikan sistem pendidikan warisan kolonial.  
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Secara garis besar, pendidikan nasional adalah bentuk reaksi atas 

sistem pendidikan yang bersifat deskriptif dan elitis. Oleh karenanya 

tujuan pendidikan nasional adalah membentuk masyarakat yang 

demokratis (Rifa’i, 2011). Pada zaman kemerdekaan kondisi sosial 

politik sangatlah tidak stabil, oleh karenanya sangat berpengaruh 

terhadap pola dan dinamika pendidikan nasional saat itu, yaitu terjadi 

beberapa kali perubahan arah dan orientasi pendidikan nasional, 

misalnya pada masa permulaan kemerdekaan. Melalui Keputusan 

Menteri Pendidikan, tahun 1946, tujuan pendidikan berorientasi pada 

usaha menanamkan jiwa patriotisme dan lebih jauh dimaksudkan 

untuk menghasilkan patriot-patriot bangsa yang rela berkorban untuk 

bangsa dan negaranya (Rifa’i, 2011).  

Secara umum, pendidikan di Indonesia terus mengalami 

transformasi yang panjang untuk sampai pada titik saat ini. Guna 

memenuhi standar mutu yang baik dari waktu ke waktu, perubahan 

yang mendasar pun terus dilakukan. Dalam sejarahnya, sejak tahun 

1945, kurikulum pendidikan di Indonesia kerap mengalami 

perubahan, mulai dari tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 

1994, 2004, 2006 hingga 2013. Hal ini tidak lepas dari konsekuensi 

logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, 

dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara (Machali, 

2014). Di mulai sejak tahun 1947, Bahasa kurikulum dikenal dengan 

nama Rencana pembelajaran 1947 dengan menggunakan istilah Leer 

Plan. Dalam Bahasa Belanda diartikan rencana pelajaran, lebih 

populer dibanding istilah kurikulum dalam Bahasa Inggris. Pada masa 

itu, kurikulum yang digunakan lebih menekankan pada pembentukan 

karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa-bangsa 

lain di dunia.  

 

Karakteristik Kurikulum Pada Zaman Reformasi 

Pada tahun 1952 kurikulum pendidikan di Indonesia mengalami 

penyempurnaan. Dengan berganti nama menjadi Rentjana Pelajaran 

Terurai 1952. Ciri dalam kurikulum ini adalah setiap pelajaran harus 

memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan 

sehari-hari. Transformasi kurikulum pendidikan di Indonesia 

semakin berkembang dengan perubahan yang terjadi di tahun 1964 
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yang dilakukan penambahan seperti Matematika. Tema utama 

kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, 

kreatif, inovatif, afektif, melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan yang terintegrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, 

dalam implementasi kurikulum, guru dituntut secara profesional 

merancang pembelajaran secara efektif dan bermakna, mengorganisir 

pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, 

menentukan prosedur pembelajaran dan pembentukan kompetensi 

secara efektif, serta menetapkan kriteria keberhasilan (Alhamuddin, 

2014). 
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BAB 8  

TANTANGAN PENDIDIKAN 

INDONESIA PADA ERA 

DIGITAL 

 

 
 

Problematika Transformasi Pendidikan Menuju Era 5.0  

Pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan yang terkena 

dampak pandemi, sehingga proses pembelajaran pendidikan di 

Indonesia yang semula konvensional (tatap muka di kelas) harus 

bertransformasi menjadi pembelajaran daring atau online yang dapat 

dilakukan tanpa terbatas tempat dan waktu. Pandemi merupakan 

proses percepatan transisi revolusi industri 4.0 menuju era 5.0. 

peradaban baru berbasis inovasi teknologi yang diperkenalkan Jepang 

tahun 2019 silam, perlu diakui memberikan dampak besar bagi sektor 

pendidikan di Indonesia.  

Potensi pembelajaran berbasis teknologi sangat besar, dengan 

bantuan teknologi maka dapat mengatur pendidikan dengan cara 

yang hampir tidak terbayangkan sebelumnya bahwa teknologi 

memberi kemanfaatan seperti efektivitas biaya, jangkauan yang lebih 

baik, skalabilitas, fleksibilitas. Kecerdasan buatan, robotika, 

otomatisasi, Big Data, dan perkembangan teknologi lainnya pada 

dasarnya dan segera membentuk kembali pendidikan modern, ketika 

COVID-19 melanda dunia dan memaksa institusi pendidikan untuk 

terjun ke digitalisasi penuh . Transformasi yang cepat ini telah terjadi 

dengan berbagai keberhasilan, dengan semua implikasi yang sesuai 

untuk kualitas dan kinerja peserta didik, apalagi motivasi mereka, dan 

kesejahteraan fisik dan emosional. Era 5.0 merupakan proses 
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kolaborasi antara manusia sebagai pusatnya (human–centered) dan 

teknologi sebagai dasarnya (technology based).  

Artinya Pendidikan era 5.0 adalah proses pendidikan yang menitik 

beratkan pada pembangunan manusia sebagai makhluk yang 

mempunyai akal, pengetahuan dan etika dengan ditopang oleh 

perkembangan teknologi modern saat ini. Berbicara tentang realita 

pendidikan kita adalah berbicara tentang problem dan solusinya. 

Problem pendidikan kita tentu meliputi banyak hal, dari ketersediaan 

guru yang memadai, kompetensi guru, sarana dan prasarana 

pendukung serta keterlibatan orang tua dalam mendukung proses 

pendidikan anaknya. Solusi dari pemerintah atas problematika 

tersebut sudah dapat kita rasakan. Namun pandemi ini membuat 

pendidikan mengalami satu problematika besar yang harus 

diselesaikan secara kolaborasi antara guru, siswa, dan juga orang tua. 

Problematika besar itu adalah transformasi pendidikan era 4.0 

menuju era 5.0. Tentu kita akan tergopoh-gopoh menghadapi era ini, 

dimana kita masih beradaptasi pada era 4.0. Kerja keras menyambut 

era 5.0 tampaknya telah dilakukan oleh pemerintah dengan 

menyiapkan konsep merdeka belajar, guru penggerak dan sekolah 

penggerak sebagai jawaban atas datangnya era 5.0. 

Merdeka belajar yang digaungkan pemerintah adalah upaya 

perubahan teacher sentries mindset menjadi kolaborasi sentris. 

Artinya Tidak selalu guru menjadi sumber informasi, tetapi siswa 

dapat pula melengkapi apa yang disampaikan guru melalui sumber 

belajar lain yang dimilikinya. Sehingga Guru dan siswa akan bersama-

sama menjadi problem solver dalam proses pendidikan.  

Hadirnya era 5.0 yang merupakan penyempurnaan era 4.0 adalah 

problem besar sekaligus kesempatan besar wajah pendidikan kita. 

Guru yang menjadi penggerak dalam pendidikan era 5.0 harus 

mempunyai kompetensi memadai. Dia harus cakap dalam 

memberikan materi pelajaran serta mampu menggerakkan siswa 

untuk berpikir kritis dan kreatif. Selain persiapan kurikulum dan 

sarana yang memadai terhadap pendidikan era 5.0, guru diharapkan 

mampu memastikan kurikulum berjalan secara optimal, oleh sebab 

itu, guru harus memiliki beberapa kompetensi utama dan pendukung 

seperti educational competence, competence for technological 
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menyelesaikan tugas belajarnya dengan lebih baik. Dengan strategi 

pembelajaran yang tepat, memungkinkan penyajian materi pelajaran 

lebih luas. Hal ini karena adanya link and mach antar guru sebagai 

pendidik dan siswa sebagai peserta didik, sehingga dengan ketepatan 

pola yang dikembangkan potensi siswa sebagai peserta didik dapat 

melesat bahkan dapat menembus ruang pengetahuan yang langka.  

Dengan keleluasaan model pembelajaran yang dikembangkan 

oleh guru kepada siswanya akan dapat membantu peserta didik 

memperoleh informasi keilmuan tanpa mesti mendatang lokasi yang 

dipelajarinya secara langsung. Sekali lagi model pengajaran dan 

pembelajaran memiliki fokus dan lokus yang berbeda, sehingga 

penting bagi guru sebagai pendidik untuk mengambil peran dan 

memanfaatkannya dengan cermat (Afif,2019). Namun demikian, 

kemajuan teknologi tersebut seharusnya diimbangi dengan 

penguatan pada sektor lain, sehingga kemudahan yang dihasilkan 

akibat kemajuan teknologi tidak menggerus potensi siswa yang 

dikembangkan dengan pendekatan konvensional. Misalnya saja, 

peserta didik masih perlu dilatih untuk tidak bergantung sepenuhnya 

pada informasi yang digali sendiri melalui kemudahan digitalisasi. 

Seorang pendidik perlu memberikan penugasan yang membutuhkan 

interaksi antar siswa, dilatih menggunakan alat belajar secara manual, 

serta dilatih untuk mengenal pemikiran yang berkembang di 

masyarakat sekitar. Penugasan-penugasan ini bukan untuk 

menghambat siswa dalam belajar, akan tetapi hal ini dimaksudkan 

sebagai penyeimbang agar siswa memiliki sikap teliti, sabar dan 

memiliki daya juang yang baik. 
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BAB 9  

PENDIDIKAN INDONESIA 

DALAM KONTEKS 

PEMBANGUNAN 

BERKELANJUTAN 
 

 

 

 

Apa itu Pembangunan Berkelanjutan? 

TLSF berpendapat bahwa 'salah satu hal yang paling penting untuk 

masa depan bersama adalah kesadaran bahwa masalah lingkungan 

dan pembangunan terkait erat dan oleh karena itu mengkhawatirkan 

lingkungan atau pembangunan itu sendiri adalah tidak pantas.'5 

Komisi Dunia menyimpulkan bahwa: Lingkungan dan pembangunan 

bukanlah tantangan yang terpisah. Pembangunan tidak dapat hidup 

dengan basis sumber daya lingkungan yang memburuk; lingkungan 

tidak dapat dilindungi ketika pertumbuhan tidak memperhitungkan 

biaya kerusakan lingkungan. Masalah-masalah ini tidak dapat 

ditangani secara terpisah oleh institusi dan kebijakan yang 

terfragmentasi. Mereka terhubung dalam sistem sebab dan akibat 

yang kompleks. Oleh karena itu WCED berpendapat bahwa 

pendekatan pembangunan harus mempertimbangkan hubungan 

antara masalah ekologi, ekonomi, sosial dan teknologi. WCED 

menyebut 'pembangunan berkelanjutan', didefinisikan sebagai: 

pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi 

kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan 

mereka sendiri.  

Tujuan akhir dari pembangunan berkelanjutan adalah untuk 

meningkatkan kualitas hidup bagi semua anggota komunitas, tentu 
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berasal dari keluarga miskin dan tak mampu. Kartu tersebut 

disediakan tidak dalam bentuk tunai untuk menghindari 

penyelewengan dana pendidikan oleh orang tua siswa.  

Pemerintah Indonesia juga menyediakan Kartu Indonesia Pintar 

untuk membiayai operasional pendidikan bagi anak-anak terutama 

yang berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu di daerah 

terdepan, terluar dan tertinggal. Ketersediaan kartu-kartu yang 

sejenis sangat membantu anak-anak dari kaum miskin mendapatkan 

kesempatan yang sama untuk pendidikan JDP Volume 10, Nomor 2, 

Juli 2017/169-195 Simanjuntak, Pendidikan untuk pembangunan 185 

dengan kualitas yang baik sehingga masa depannya menjadi lebih baik 

dengan tingkat kesejahteraan dan ekonomi yang meningkat. Selain itu, 

tingkat kesejahteraan guru dan tenaga pendidik khususnya di daerah 

3T harus menjadi perhatian dan tanggung jawab pemerintah pusat 

bersama dengan pemerintah daerah melalui pengalokasian dana 

untuk honor dan tunjangan terkait kesejahteraan yang dapat 

mendorong peningkatan kualitas belajar dan mengajar. Mustahil 

terjadi peningkatan kualitas pendidikan jika guru dan tenaga pendidik 

yang terlibat tidak mampu mengakses kesejahteraan yang 

memposisikan si guru dan tenaga pendidik berada dalam keadaan 

hidup yang layak.  

Di lain pihak, daerah-daerah dengan kewenangan otonominya 

harus semakin giat berkompetisi menyediakan pendidikan dengan 

kualitas terbaik bagi pembangunan masyarakatnya untuk mendukung 

percepatan pembangunan fisik dan ekonomi di daerah sehingga 

menarik banyak putra-putri daerah untuk kembali membangun di 

daerahnya masing-masing. Keberhasilan pendidikan untuk 

membangun manusia yang dibutuhkan dalam pembangunan 

berkelanjutan akan semakin nyata terwujud jika tidak terjadi korupsi 

di semua lini, oleh karena itu, perlu dipastikan terlebih dahulu bahwa 

semua pihak yang terlibat dalam lembaga terkait pendidikan bebas 

korupsi dan berintegritas tinggi. 
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Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang 2008-2009. Dewan Pembina TPQ AL-

HUDA tahun 2008 s.d sekarang, dan menghibahkan tanah milik 

pribadi kepada pengurus TPQ sebagai sumbangsih bagi sarana 

pendidikan Agama tahun. Tata Usaha di SMP Negeri 5 Rantau sampai 

tahun 2009-2016. Guru Pendidikan Agama Islam tahun 2016-2019 di 

SMP Negeri 4 Kejuruan Muda. Berikutnya tahun 2019-2020 mengajar 

sebagai guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 3 Kejuruan 

Muda.  Mengawali karier dosen pada almamater penulis STAI Aceh 

tamiang tahun 2019-2020. Dosen PNS pada STAIN Teungku 

Dirundeng Meulaboh Jurusan Tarbiyah dan Keguruan Prodi 

Manajemen Pendidikan Islam tahun 2020 s. d sekarang. Sekretaris 

prodi Manajemen Pendidikan Islam masa kerja 2023-2027. Saat ini 

sedang menempuh pendidikan S3 program studi Manajemen 

Pendidikan Islam di UIN Sumatera Utara Medan dimulai Agustus 

tahun 2023. 

 
Nusraini, M.Ed. 

Penulis lahir Simpang Tiga, 11 juli 1977, saat ini 

penulis Mengajar di Yayasan Arziqi Zumara 

Takengon (SIT Az Zahra Takengon). Lahir di 

Simpang Tiga Redelong Kecamatan Bukit 

Kabupaten Bener Meriah. Putri dari pasangan 

Selamat. K dan Syamsuraini ini merupakan anak 

pertama dari 4 ( empat) bersaudara. Menempuh 

Pendidikan Dasar di Sekolah Dasar Negeri 2 

Simpang Tiga  Redelong dan tamat pada tahun 1990, kemudian 

melanjutkan pendidikan setingkat SLTP  di SLTP N 1 Simpang Tiga 

Redelong dan lulus pada tahun 1993. Selanjutnya melanjutkan ke 

tingkat Menengah Atas pada Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Banda 

Aceh, lulus pada tahun 1996.  

Tahun 1997 melanjutkan pendidikan jenjang Diploma II pada 

jurusan Pendidikan Guru Taman kanak-kanak (PGTK) di Universitas 

Negeri  Medan dan selesai pada tahun 2000. Jenjang Strata I pada 

Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini lulus pada 

tahun 2010 pada Universitas Terbuka. Selanjutnya meneruskan 
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pendidikan tingkat Magister jurusan Pendidikan Awal Kanak-kanak di 

Universiti Pendidikan Sultan Idris Malaysia dan lulus pada tahun 

2018. Mulai bekerja sebagai guru pada TKIT Al Azhar Banda Aceh pada 

tahun 2001, kemudian menjabat sebagai Kepala Sekolah dan diangkat 

sebagai ASN  dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2010. Tahun 2012 

mendirikan  Yayasan Arziqi Zumara dan membuka TKIT Az Zahra 

Takengon, selanjutnya tahun 2014 mendirikan SMPIT Az Zahra, 

Tahun 2018 SDIT Az Zahra dan Tahun 2023 mendirikan SMAIT Az 

Zahra Takengon.  Berstatus ASN pada TKIT Az Zahra Takengon dan 

mengelola Yayasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh penulis. 
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Administrasi Pendidikan di Universitas Syiah 

Kuala dan selesai pada tahun 2013.  Dan sejak 
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di Institut Agama Islam Negeri Takengon Aceh Tengah. Penulis juga 
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Universitas Syiah Kuala selesai tahun 2007 . 
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pada STAIN Gajah Putih Takengon dan Kabag Umum dan Layanan 

Akademik di lingkungan IAIN Takengon sejak 2017 sampai sekarang. 

Kemudian kembali melanjutkan pendidikan tingginya pada Strata 

Tiga (S3) pada Program Doktoral Manajemen Pendidikan Islam di 

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Saat ini penulis 

sedang menulis karya ilmiah untuk memenuhi tugasnya sebagai 

seorang mahasiswi Program Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara 

Medan. 
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pendidikan. Ayahnya adalah seorang dosen yang 

juga Guru Besar di salah satu Perguruan Tinggi 

Islam Negeri, dan ibul adalah seorang pensiunan 
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Medan, Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Medan, Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Medan, dan melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di 

Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara (IAIN SU) selesai tahun 

2010. Tahun 2011 melanjutkan pendidikan Strata Dua (S2) di IAIN SU 

Medan, dan kemudian menjadi salah satu dosen (tenaga pendidik) di 

lingkungan IAIN SU Medan sampai tahun 2021(sekarang berlomba 

menjadi UIN SU Medan), dan sekarang kembali melanjutkan 

pendidikan tingginya pada Strata Tiga (S3) pada Program Doktor 

Manajemen Pendidikan Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera 

Utara Medan. Saat ini masih aktif sebagai dosen di salah satu 

perguruan tinggi di Aceh Tengah dan sedang menulis karya ilmiah 

untuk memenuhi tugasnya sebagai seorang mahasiswa Program 

Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan.  
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Teknik Kimia pada tahun 1999 dan penulis menyelesaikan studi strata 

2 pada prodi Manajemen di Universitas Syiah Kuala pada tahun 2008. 
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Daerah sejak tahun 2001 dan pindah ke Kementerian Agama sejak 

2022 dan masih mengabdi sebagai tenaga Administrasi Akademik di 
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Thawalib Tanjung Limau selesai tahun 2005. 
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Batusangkar, mengambil jurusan Kependidikan Islam Konsentrasi 

Bimbingan dan Konseling  dan berhasil meraih gelar sarjana pada 

tahun 2010. Tak berhenti di situ, pada tahun 2011, kembali 

melanjutkan studi pascasarjana di Universitas Negeri Padang (UNP) 

dengan mengambil jurusan Bimbingan dan Konseling.  Penulis pernah 

menjadi dosen STAI Imam Bonjol Padang Panjang, STIT Ahlussunnah 

Bukittinggi dan UIN Bukittinggi hingga tahun 2019 dan sekarang 

mengabdi di IAIN Takengon sebagai Dosen Bimbingan Konseling 

Islam. 

Kini, Penulis sedang meniti perjalanan akademis dengan 

menempuh studi doktoral di UIN Sumatera Utara, fokus pada bidang 

Manajemen Pendidikan Islam (MPI). Melalui perjalanan hidupnya, 

penulis memberikan inspirasi sebagai sosok yang tidak hanya 

berkontribusi dalam dunia akademis, tetapi juga sebagai penulis dan 

pencerah bagi pendidikan Islam di Indonesia. 
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Muhammad Jufni, S.Pd.I., M.Pd. 

Lahir di Desa Pulo Lueng Teuga, Teupin Raya-

Pidie, pada 1 juli 1986.  Dia sering dipanggil 

Jufni dan dia anak ke-4 dari 7 bersaudara, Dia 

anak dari pasangan Umar Miah dan Mardiana 

Usman, Dia menyelesaikan pendidikan dasar 

hingga sekolah menengah atas di daerah 

kelahirannya Pidie. Pada tahun 1998 ia resmi 

ditabalkan sebagai lulusan SDN 1 Teupin Raya, 

menyusul kemudian pada tahun 2001  ia 

berhasil merampungkan pendidikan tingkat Tsanawiyah  di MTsN Glp. 

Minyeuk. Tiga tahun kemudian, ia menuntaskan perjalanan wajib 

belajar 12 tahunnya di MAN  Beureunuen. Semasa di sekolah ia  aktif 

di berbagai organisasi intra sekolah seperti Organisasi Siswa Intra 

Sekolah (OSIM) maupun kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka 

dan Palang Merah Remaja (PMR), serta di OSIM  MAN Beureunuen  ia 

pernah menempati posisi sebagai Wakil Ketua satu.  

Semasa kuliah, ia aktif mengikuti berbagai Unit Kegiatan 

Mahasiswa (UKM) baik internal kampus maupun eksternal kampus, 

seperti : Sanggar Seni Seulaweut, UKM-pramuka, BEMA, BEM- 

Fakultas, Himpunan Mahasiswa dan lain-lain. Setelah menyelesaikan 

study magisternya di tahun 2014 memantapkan hatinya untuk 

mengabdi di kampus menjadi seorang pengajar, dan saat ini tercatat 

sebagai salah satu dosen tetap di Kampus Institut Agama Islam Al 

muslim-Aceh pada tahun 2018-2021 di amanahi menjabat sebagai 

ketua program studi syariah ahwal syakhsiyah di fakultas syariah dan 

ekonomi Islam Institut Agama Islam Almuslim Aceh, Sosok yang tinggi 

besar ini terkenal dengan suka bercanda. Dalam hal memimpin dia 

berprinsip profesional,  ikuti aturan saja. Kalau bekerja sesuai aturan, 

pasti selamat, kepala tidak pusing, jelasnya. Tunjukkan saja prestasi 

pekerjaan kita, biarkan orang  yang menilai. Tidak usah cari 

popularitas, tambahnya lagi. 
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Sekolah Menengah atas di Daerah kelahirannya  

di Aceh Tenggara. Pada tahun 1994 ia resmi 

sebagai lulusan SDN Impres Simpang Semadam, 

kemudian pada Tahun 1997 ia berhasil Menamatkan pendidikan 

tingkat SMP di SLTPN 3 Lawe Sigala-Gala. Tiga tahun kemudian, ia juga 

menyelesaikan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahunnya di SMUN 1 

Kutacane. Semasa di SMUN 1 Kutacane ia aktif di berbagai Organisasi 

Intra Sekolah seperti Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) maupun 

kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka dan Palang Merah Remaja (PMR).  

Semasa Kuliah DII PGMI STAIS Hikmatul Fadhilah Medan yang 

diselesaikan Tahun 2002 dan S1 PAI pada STAIS AL-IKHLAS DAIRI 

SIDIKALANG yang diselesaikan tahun 2006. ia aktif mengikuti 

berbagai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) baik internal Kampus 

maupun Eksternal Kampus, seperti: Sanggar Seni Gayo, UKM-

Pramuka, BEM- Fakultas, Himpunan Mahasiswa dan lain-lain 

Pada 02 Oktober 2004 dinyatakan Lulus Tes, Terhitung Mulai 

Tanggal 01 Januari 2005 sebagai CPNS Formasi Umum Guru PAI dalam 

Lingkungan Departemen Agama Kabupaten Gayo Lues. Di Tahun 2006 

Beliau Diangkat Sebagai Kepala Madrasah pada MTsS Ujung Baro 

Kabupaten Gayo Lues yang didirikan beliau bersama rekan-rekannya 

ketika itu. Selanjutnya Tahun 2019 ia menyelesaikan Studi 

Magisternya (S2 PAI) di IAIN Takengon Aceh Tengah pada saat yang 

sama beliau Juga menjabat sebagai Kepala MTsN 1 Gayo Lues. Tahun 

2021 setelah menjabat sebagai Kepala Madrasah baik Swasta maupun 

Negeri selama lebih kurang 16 Tahun di beberapa Madrasah, beliau 

diangkat sebagai Pengawas Sekolah dan Madrasah Tk. SMP/MTS, 

SMA/MA/SMK dalam lingkungan Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Gayo Lues, kemudian pada Tahun 2023 melanjutkan 
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Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (sedang Kuliah).  

Karya tulis Ilmiah yang sudah pernah di publish beliau adalah 

1. Skripsi dengan judul “Fasilitas Belajar dan Pengaruhnya Terhadap 

Prestasi  Belajar Siswa di MAN Blangkejeren Kecamatan 

Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues” 

2. Thesis dengan judul “Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam 

Pembinaan Akhlak Siswa Sekolah Dasar Swasta Terpadu Raudlatul 

Jannah Yayasan Pelita Cendekia An-Najah Kecamatan Blangkejeren 

Kabupaten Gayo Lues” 

3. Buku dengan ‘judul Implementasi Full Day School Pada MTsN 1 Gayo 

Lues Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues” 

4. Buku dengan judul “Peningkatan Kompetensi Pengawas Madrasah 

Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gayo Lues”  
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